
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam
Diktum PERTAMA, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor
177/KMK.07/2020 tanggal9 April 2020 tentang Percepatan
Penyesuaian APBDTahun 2020 Dalam Rangka Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan
Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, maka
Pemerintah Kabupaten Tabalong sudah melakukan
penyesuaian target pendapatan dan rasionalisasi belanja
daerah yang selanjutnya selisih dari anggaran hasil
penyesuaian terse but digunakan untuk mendanai
pencegahan dan penanganan dampak pandemi COVID-19di
Kabupaten Tabalong;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Diktum KEENAM
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor
177/KMK.07/2020 tanggal9 April 2020 tentang Percepatan
Penyesuaian APBDTahun 2020 Dalam Rangka Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan
Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, bahwa
penyesuaian target pendapatan dan rasionalisasi belanja
daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan
dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBDTahun Aggaran
2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,untuk
selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung
dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun
Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;
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1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat IITanah Laut, Daerah Tingkat
II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4723);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5568), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6187);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
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Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5601);

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6410);

12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Darr/Atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoensia Nomor6485);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahari Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5155);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 ten tang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

28. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 220);

29. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corono Virus Disease 2019
(COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 ten tang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corono Virus Disease 2019
(COVID-19);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubab beberapa kaIi, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerab Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tabun 2020
ten tang tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

34. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor
177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan
Penyesuaian APBDTahun 2020 Dalam Rangka Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),Serta Pengamanan
Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Tabalong Talrun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang
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PERATURANBUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURANBUPATI TABALONGNOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

MEMUTUSKAN:

Perubaban Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 09 Tahun 2009 ten tang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerab Kabupaten Tabalong Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerab Kabupaten Tabalong Tahun 2018
Nomor 15);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerab
(Lembaran Daerab Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambaban Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Perubaban Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2017 Nomor 02);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerab Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02);

38. Peraturan Daerab Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten TabalongTahun 2019 Nomor 04);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2019 Nomor 09);

40. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 87 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pergeseran Anggaran Pada Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 87);

41. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2019 Nomor 53), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 09
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 ten tang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020
Nomor 08);
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2. Dana Perimbangan
a) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Rp 359.673.626.000,00

Pajak
b) Dana Alokasi Umum Rp 461.740.456.000,00
c) Dana Alokasi Khusus RE 144.045.664.000,00
Jumlah Dana Perimbangan Rp 965.459.746.000,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a) Pendapatan Hibah Rp 9.100.000.000,00
b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp 134.575.836.800,00

dan Pemerintah Daerah Lainnya
c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp 161.549.162.000,00

Khusus

Jumlah Lain- lain Pendapatan Daerah Rp 305.224.998.800,00
yang Sah

Jumlah Pendapatan Rp 1.464.419.301.050,00

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai Rp 532.087.372.300,00
b) Belanja Bunga Rp 2.262.500.000,00
c) Belanja Hibah Rp 38.429.390.000,00
d) Belanja Bantuan Sosial Rp 20.901.703.000,00
e) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Rp 8.340.000.000,00

Kabupaten./Kota dan Pemerintah
Desa

193.734.556.250,00Rp

95.307.760.000,00Rp

73.772.914.250,00
9.603.882.000,00
15.050.000.000,00

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terdiri
atas:
a. Pendapatan

1. Pendapatan AsHDaerah
a) Pendapatan Pajak Daerah Rp
b) Hasil Retribusi Daerah Rp
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp

yang Dipisahkan
d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah
Jumlah Pendapatan AsHDaerah

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 53), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 09
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

7



(1) Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
KerjaPerangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasa14

4. Ketentuan Pasal4 ayat (2)diubah sehingga Pasa14 berbunyi sebagai berikut:

Perubahan Keempat atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terhadap beberapa SKPDdirinci
lebih lanjut dalam Lampiran IIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasa13

3. Ketentuan Pasal3 diubah sehingga Pasal3 berbunyi sebagai berikut:

Perubahan Keempat atas Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

2. Ketentuan Pasal2 diubah sehingga Pasal2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal2

Rp 45.279.190.000,00

Rp 59.500.000.000,00
Rp 104.779.190.000,00

Rp 10.000.000.000,00

Rp 94.779.190.000,00

Rp 0,00

94.779.190.000,00-Rp

Rp 1.559.198.491.050,00

Rp 91.748.987.195,00
Rp 295.268.202.184,50
Rp 250.705.133.698,00
Rp 637.722.323.077,50

Rp 921.476.167.972,50

190.119.593.800,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

a) Sisa LebihPerhitungan Anggaran
Tahun Anggaran Sebelumnya

b) Penerimaan Pinjaman Daerah
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Netto

Sisa LebihPembiayaan AnggaranTahun
Berkenaan

Surplus / (Defisit)

Jumlah Belanja

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai
b) Belanja Barang dan Jasa
c) Belanja Modal
Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Bantuan Keuangan kepada Rp
Provinsi/Kabupaten/Kota,
Pemerintahan Desa dan Partai Politik

g) Belanja TidakTerduga _R......p__ l__;_2.:...:.9_:_.3..:_3,;._5;."._:,.-=-60-=-8..::....;_::8...::....7.=.2~,5=-=-0
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~{1ffi~~esuai dengan aslinya.
'~, a Hukum

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 1·8.

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 9. ~ A-td 1 9-O~O

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,..

ANANG SYAKHFIANI

Ditetap.·kan di Tanjung,
pada tanggal.~l At'" ao~O

BUPATI TABALONG,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Pasal II

(2) Pelaksanaan Perubahan Keempat atas Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dolrumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
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